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Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Hybrid Contract pada produk
Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim dan juga untuk mengetahui
panadangan Figh terhadap penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di
Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim. Metode penelitan dalam skripsi ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang penjelasannya menggunakan
penggambaran dari permasalahan yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang sedang
diteliti. Sebagian ulama masih memperdebatkan Hybrid Contract karena dianggap
sebagai siasat untuk aktifitas ekonomi yang dilarang, literature ekonomi Syariah yang ada
di Indonesia belum tertuju pada satu tujuan dengan bukti penaksiran dua akad dalam
satu transaksi masih dianggap tafsiran menggantung. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk bagaimana penerapan Hybrid Contract pada produk rahn emas di
Pegadaian Syariah cabang A.R. Hakim dan untuk mengetahui pandangan figh dalam
penerapan Hybrid Contract pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah cabang A.R.
Hakim. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Hybrid Contract
pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan apa yang di
fatwakan oleh DSN-MUI, tetapi dalam perspektif figh sebagian para ulama menentang
praktek Hybrid Contract karena penggabungan dua akad yang berlawan yaitu akad gardh
dan ijarah sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi Rahn emas tersebu.

Kata Kunci: Penerapan, Hybrid Contract, Rahn emas,
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1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah di adopsi ke dalam
kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas
perbankan di tanah air telah menetapkan Perbankan syariah sebagai salah salu
pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank
syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia,
2002). Begitu juga, departemen keuangan melalui badan pengawas pasar modal
dan lembaga keuangan syariah (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan
lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah.

Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi
tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu di cermati bahwa
PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah
praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang di jadikan
sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak
pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra-fatwa MUI tanggal 16
desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep Islam
meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang
menepis anggapan itu. Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak
di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk
berbasis islam yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk-
produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga
dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan
sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk
memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian Islam atau dikenal
dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based
income (FBI) atau mudarabah (bagi hasil).

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di
Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan
bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian
adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang
pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian syariah hadir di Indonesia yang
mulai beroperasi sejak 2003.Pegadaian syariah dalam menjalankan
operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah
berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/11/2002 tanggal 26 juni 2002
tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang
jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No.
26/DSN-MUI/MUI/2002 tentang gadai emas.

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada
yang memberi hutang.Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual
barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar
hutangnya pada saat jatuh tempo.Barang jaminan tetap milik orang yang
menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang
berpiutang).Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan
Rasulullah sendiri pernah melakukannya.Gadai mempunyai nilai sosial yang
sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.

Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (rahn) dilakukan oleh rahin
(pemilik barang) dan Al-murtahan (penerima barang) dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang
tersebut sesuai prinsip syariah.Pembiayaan gadai emas syariah (rahn) memiliki
prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh
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pemiliknya atau tidak.Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat
memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan
menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, gimar (spekulasi), maupun gharar
(ketidak transfaran) yang berakibat terjadinya ketidak adilan dan kedzhaliman
pada masyarakat dan nasabah.

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang
sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks.Perbankan dan
lembaga keungan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern
dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan
yang memuaskan.Bentuk-bentuk akad dalam figh klasik sudah tidak memadahi
kemajuan tersebut.Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap
bentuk-bentuk akad dalam figh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan masyarakat. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk
keuangan syari‘ah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern
adalah pengembangan hybrid contract (multi akad).

Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan
kontemporer.Metode hybrid contract seharusnya sudah menjadi unggulan dalam
pengembangan produk. Mabid al-jahri, mantan direktur the Islamic research and
training institute Islamic development bank (IRTI IDB), sebagaimana dikutip
Agustiono, pernah mengatakan tidak membolehkanan bahwa kombinasi akad di
zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Hanya masalahnya adalah literatur
ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori
bahwa syari‘ah dua akad dalam satu transaksi akad (two in one).Larangan ini di
tafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan
produk bank syari'ah.Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup
yang sangat luas. Walaupun mayoritas ulama membolehkan hybrid contract,
namun yang harus dijadikan perhatian adalah bahwasanya tidak semua bentuk
hybrid contract dibolehkan, melainkan ada batasan-batasan dan syarat-syarat
tertentu agar hybrid contract tersebut dibolehkan.Batasan dan syarat ini
dimaksudkan agar tujuan syari‘ah dalam mu“amalah tetap terjaga dan hybrid
contract tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang.Produk
gadai syari'ah yang dijalankan oleh pegadaian syari'ah juga bukan merupakan
akad tunggal, tetapi merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu
kesepakatan, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (sewa).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggambarkan upaya dengan bentuk tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar hasilnya berdasarkan
pada pengamatan penulis dengan ciri khas tersendiri, dimana penulis menjadi
instrument kecil peneliti, analisis data bersifat induktif dan menekankan
makna.Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan
deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun
merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data detail dan
rincinya data. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang
menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden
secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata ditelti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan
penerapan hybrid contract pada produk rahn emas di pegadaian syariah kantor
cabang A.R Hakim medan. Pengertian deskriptif adalah penelitian yang
menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok
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tertentu. Peneletian deskriptif mempelajari masalah-masalah, serta tata cara
yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang
hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang
sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.

3. HASIL
Sebelum Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan umum pengadaian berdiri sejak zaman penjahahan belanda
dengan nama Bank Van Leaning dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan
perekonomian VOC pada tanggal 20 agustus 1746 di Batavia. Pada saat inggris
mengambil kekuasaan atas Indonesia (1811-1816), Bank Van Leaning milik
pemerintah dibubarkan karena penguasa saat itu tidak sependapat bahwa suatu
bank semacam itu harus dilaksakan sendiri oleh pemerintah. Atas pertimbangan
tersebut, maka masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai
asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat disebut dengan pola
licentine stelsel. Namu ada dampak yang tidak sehat dengan pola lisensi ini,
yaitu para pemegang lisensi mempergunakan kesempatan untuk ‘mengeruk”
keuntungan  sebesar-besarnya  dengan  menerapkan  bunga  yang
setinggitingginya. Sehingga pola lisensi diubah menjadi pola pacht stelsel, yaitu
hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan
pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah. Ketika Belanda
kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan patch stelsel tetap
dipertahankan. Sejalan dengan berkembangnya VOC menjadi pengendali
pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda menerbitkan peraturan
pertama yang mengatur situs pengelolaan usaha gadai melalui Staatsblad (Stbl)
No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian
merupakan monopoli pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini didirakan
pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901
(selanjutnya setiap tanggal 1 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian).
Selanjutnya mulai saat itu Pegadaian menjadi bagian dari Pemerintah Hindia
Belanda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Pemerintah Belanda
Menerbitkan Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement) mula-mula
ditetapkan dengan Stbl No. 490 Tahun 1905. Kemudian untuk meningkat peran
dan efektivitasnya berdasarkan Stbl No. 266 tahun 1930 Pegadaian ditetapkan
sebagai Jawatan.

Setelah kemerdekaan RI, mulai dilakukan pembenahan terhadap organisasi
pegadaian dan sejalan dengan ketentuan pemerintah status hukum pegadaian
juga mengalami perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 178 tahun 1961 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang
modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN), maka
status Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian
dengan modal ditetapkan sejumlah Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam
ratus juta rupiah).Pengallihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Menjadi
Perusahaan Persero.

Pada tahun 1990 dikeluarakan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990
tanggal 10 April 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari perusahaan
Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan
modal awal Rp 205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Sejalan dengan
diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998.Maka peraturan tentang PERUM
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Pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan Peraturan No. 103 tahun
disempurnakan dan diatur kembali dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun
2000. Pada tahun 2011 dikeluarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011
yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Pendirian PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012,
dibuat dihadapan Nanda Fauz Ilwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (Akta
No. 01), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
No.AHU0029230.AH.01.01 tanggal 4 April 2012; Didaftarkan di dalam register
pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.AHO-0029230.AH.01.09
Tahun 2012 tanggal 04 April 2012. Anggaran Dasar pegadaian telah mengalami
perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta No. 06 tanggal 25 juni 2014
yang dibuat dihadapan Nanda Fauz lwan, SH, MKn, Notaris Di Jakarta Selatan,
yang telah diterima pemberitahuannya Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-16019. 40.22-2014
tanggal 26 Juni 2014.

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang atau simbol
perusahaan.Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan
identitas bagi setiap perusahaan. Adapun lambang perusahaan PT Pegadaian
Syariah sebagai berikut:

Gambar 1. Logo Perusahaan

Pegadaian

Logo Pegadaian Syariah menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling
bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai
sebuah institusi mulai dari berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi
solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolabrasi, transparansi dan
kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan
utama, yaitu: pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan aneka jasa. Simbol
timbangan merepsentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa
tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal
dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan makanya, yaitu:
Rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya “Mengatasi
masalah tanpa masalah” yang telah popular dimasyarakat masih tetap
dipertahankan.

4. PEMBAHASAN

Penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah
Cabang A.R. Hakim sudah sesuai dengan yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI
sebagai acuan hukum bagi lembaga keuangan syariah, baik dari syarat dan
rukun sebagai sah nya Rahn tersebut. Temuan penelitian diatas membuktikkan
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bahwa sudah sesuai berdasarkan fatwa dari DSN-MUI.Mekanisme dalam produk
Rahn emas di pegadaian syariah juga sudah sesuai dengan peraturan DSN-MUI
dan di awasi oleh DPS.Dan juga mempermudah calon nasabah dalam
melakukan transaksi pembiayaan Rahn emas tersebut.Hybrid Contract atau yang
disebut multi akad dalam produk Rahn seharusnya dikaji lebih mendalam,
terkhususnya Pegadaian Syariah karena menjadi pusat pembiayaan yang
berbasis Rahn atau gadai.Ada satu hal yang harus diubah karena ketidak
sesuaian akad-akad pada produk rahn emas dalam kajian figh, vyaitu
bergabungnya akad jual-beli dan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits yang
di riwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa “Rasullah Saw melarang
akad jual beli dan salaf (pinjaman)’. Apalagi fungsi dari rahn dalam islam
merupakan akad yang mana untuk tolong-menolong antar umat. Hal ini
berlawanan dengan akad ijarah yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan
komersil semata.Harusnya DSN-MUI mengkaji lebih dalam persoalan Hybrid
Contract atau multi akad dalam produk Rahn emas tersebut, karena dapat
menimbulkan ketimpangan akad antara nasabah dengan pihak Pegadaian
Syariah Cabang A.R. Hakim.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis penerapan
hybrid contract pada produk rahn emas di pegadaian syariah (studi kasus
pegadaian syariah cabang a.r. hakim kota medan). 1. Dalam penerapan Hybrid
Contarct pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim
sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI. Baik rukun dan
syarat sah nya Rahn emas tersebut, yaitu adanya rahin, marhun, murtahin,
marhun bih, dan juga sighat (ijab dan gabul). 2. Hybrid contract atau multi akad
tidak sesuai dengan figh, karena penggabungan dua akad yang berlawan yaitu
akad gardh dan ijarah sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi
Rahn emas tersebut. Harusnya secara substansi mengatasi permasalahan
ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, agar peran islam dalam ekonomi
tidak hanya dijadikan sebagai simbol belaka, tetapi lebih pada nilai.
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